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ABSTRAK 

 

Rheinanda Jefri: NIM 18042191/2018 Implementasi Rehablitasi Sosial 

dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Padang. Departemen 

Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 

 

 Penyandang disabilitas yang digolongkan ke dalam kelompok rentan 

memiliki persentase yang tinggi dalam hal perlakuan diskriminasi dan hak-hak 

mereka yang sering tidak terpenuhi. Hal ini  ditimbulkan oleh berbagai penyebab 

salah satunya dikarenakan stigma masyarakat sehingga timbulkan pemikiran-

pemikiran bahwa mereka kurang mampu melakukan kontribusi dalam 

bermasyarakat sehingga menyebabkan kehadirian mereka sering terabaikan.   

Rehabilitasi Sosial adalah salah satu hak dari kesejahteraan sosial bagi 

penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian Sosial 

sekaligus merupakan lembaga yang mengatur mengenai standar rehabilitasi sosial 

di Indonesia yang berkordinasi dengan Dinas Sosial Daerah Provinsi dan 

selanjutnya akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di 

setiap daerah.  

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana implementasi rehabilitasi 

sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Dinas 

Sosial Kota Padang yang mengacu kepad Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam 

pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball 

sampling. Selanjutnya keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber yang 

selanjutnya akan dianalisis. Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa dalam implementasi rehabilitasi sosial dalam perlindungan dan pemenuhan 

hak penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang belum sepenuhnya 

berjalan dengan optimal, ini dikarenakan terdapat beberapa indikator-indikator 

implementasi yang belum terlaksana dengan semestinya, seperti sumber daya 

manusia yang terbatas, keterbatasan dari anggaran dan fasilitas yang belum 

memadai. Sehingga menyebabkan adanya keterbatasan pelaksanaan bentuk-

bentuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang dapat dilakukan. 

 

Kata kunci: Implementasi, Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyandang disabilitas atau yang kerap disebut dengan difabel masuk 

dalam golongan kelompok rentan. Disabilitas sendiri merupakan keadaan atau 

kondisi (sakit atau cidera) yang merusak atau membatasi kemampuan fisik 

maupun mental seseorang dalam melakukan hal-hal sehari-hari 

(Ndaumanu,2020:123). Penyandang disabilitas yang digolongkan kedalam 

kelompok rentan memiliki persentase yang tinggi dalam hal perlakuan 

diskriminasi dan hak-hak mereka yang sering tidak terpenuhi. Hal ini  ditimbulkan 

oleh berbagai penyebab salah satunya dikarenakan stigma terkait penyandang 

disabilitas kerap kali dianggap sebagai orang yang berkekurangan sehingga 

timbullah pemikiran-pemikiran bahwa mereka kurang mampu melakukan 

kontribusi dalam bermasyarakat sehingga menyebabkan kehadirian mereka sering 

terabaikan.   

Penyandang disabilitas ini memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang 

dilindungi oleh HAM. Dan dikarenakan mereka memiliki keterbatasan tertentu 

(fisik atau mental) yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan hal-

hal pada umumnya yang dapat dilakukan oleh orang-orang non-disabilitas, maka 

sudah sepatutnya penyandang disabilitas memperoleh perlakukan khusus, yang 

bertujuan untuk memberikan perlindungan dari kerent banan mereka terhadap 
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berbagai tindakan diskriminasi dan terkhusunya perlindungan dari berbagai 

pelanggaran HAM yang ditujukan kepada mereka (Murni,2015).  

Pembahasan menganai Hak Asasi Manusia (HAM) didalamnya terdapat 

salah satu tanggung jawab utama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah yaitu untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan, 

pemajuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab ini mencakup 

seluruh aspek dari kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai denga 

karakter dari hak asasi manusia itu sendiri. Salah satunya yaitu dengan upaya 

dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yaitu kepada 

penyandang disabilitas (Ndaumanu,2020:124). 

Undang-Undang yang mengatur mengenai penyandang disabilitas terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini terbentuk 

berdasarkan landasan filosofis bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya, termasuk salah satunya 

yaitu bagi penyandang disabilitas yang mempunya kedudukan hukum dan 

memiliki hak yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya. Definisi 

penyandang disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 

adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 

efektif dengan warga  negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

 Pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas 

sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
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mengenai kesejahteraan sosial, dimana penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah 

maupun pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.  

Rehabilitasi Sosial adalah satu hak dari kesejahteraan sosial bagi 

penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian Sosial 

sekaligus merupakan lembaga yang mengatur mengenai standar rehabilitasi sosial 

di Indonesia yang berkordinasi dengan Dinas Sosial Daerah Provinsi dan 

selanjutnya akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di 

setiap daerah (Vawitrie,2018:3). Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan 

Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 54 bahwasanya rehabilitasi 

sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan 

seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, maksimal, 

bermartabat, dan tanpa adanya diskriminasi dalam segala aspek kehidupan 

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 

Rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas ini merupakan kegiatan 

yang dirancang agar dapat menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan 

berkelanjutan yang diselengarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan juga 

mengikutsertakan masyarakat agar dapat menjangkau semua penyandang 

disabilitas yang menghadapi masalah sosial dan agar mereka dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya kembali sehingga mereka dapat berada dalam kondisi lingkungan 

kondusif yang setara. 
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Selain itu terdapat juga Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas, yang mana pada Pasal 18 disebutkan bahwa Pemenuhan dan 

Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas terdiri atas hak: 

a. pendidikan;  

b. pekerjaan;  

c. kesehatan;  

d. kesejahteraan sosial yang terdiri dari ;  

1. rehabilitasi sosial;  

2. jaminan sosial;  

3. pemberdayaan sosial; dan  

4. perlindungan sosial.  

e. olah raga dan seni;  

f. aksesibilitas;dan  

g. penanggulangan resiko bencana. 

 

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan 

dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Kota Padang mengindikasikan 

bahwa pemerintahan Kota Padang serius dalam hal pemenuhan hak penyandang 

disabilitas salah satunya yaitu dalam memperoleh kesejahteraan sosial berupa 

rehabilitasi sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas 

diantaranya mencakup upaya penggalangan yang diarahkan untuk mengumpulkan 

informasi, menelusuri dengan tujuan  menemukan dan mengajak penyandang 

disabilitas yang mengalami kerentanan dan atau keterbelakangan supaya dapat 

ikut serta dalam upaya penggalian, pengembangan dan pembinaan. 
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Dinas Sosial Kota Padang sebagai lembaga pelaksana Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas tentunya harus dapat memberikan upaya semaksimal 

mungkin dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas ini. 

Dari hasil wawancara awal yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Kota Padang 

dengan Sekretaris Dinas Sosial yakni Bapak Yoserizal menyatakan bahwa: 

“Jumlah Penyandang disabilitas di Kota Padang menurut Pemerlu 

 Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang tahun 2022, 

 berdasarkan jenis kelaminnya ada terdapat 1730 laki-laki dengan 

 kedisabilitasan dan 1444 perempuan dengan kedisabilitasan. Penyandang 

 disabilitas ini memiliki tingkat keterbatasan yang berbeda-beda seperti 

 keterbatasan fisik, mental, intelektual, ganda maupun sensorik. Maka jika 

 di total terdapat sebanyak 3174 Penyandang Disabilitas yang tersebar di 

 seluruh Kota Padang, ini mengindikasikan bahwa tingginya angka 

 penyandang disabilitas di Kota Padang. Selain itu panyang disabilitas yang 

 masuk kedalam PPKS ini berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, 

 ditambah lagi dengan keterbatasan yang mereka miliki membuat mereka 

 semakin sulit untuk mengembangkan diri mereka dan dapat menjalankan 

 fungsi sosial mereka dengan wajar.”  

  

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota 

Padang terkait data penyandang disabilitas di Kota Padang, berikut merupakan 

data jumlah penyandang disabilitas tahun 2022 di Kota Padang: 

Tabel 1.1  

Data Penyandang Disabilitas PPKS Kota Padang Tahun 2022 

kategori jumlah 

Laki-laki dengan kedisabilitasan 1730 

Perempuan  dengan kedisabilitasan  1444 

jumlah 3174 

Sumber: Data PPKS Tahun 2022 
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 Pelaksanaan rehabilitasi sosial ini menjadi salah satu upaya dalam 

pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kota Padang. Dinas Sosial Kota Padang dalam pelaksanaan rehabiilitasi sosial ini 

tidak memiliki panti sosial bagi penyandang disabilitas, sehingga Dinas Sosial 

Kota Padang merujuk kepada Panti YPAC Alai Parak Kopi Padang sebagai panti 

untuk pelaksanaan perawatan dan pengasuhan bagi penyandang disabilitas. Hal ini 

sejalan keterangan dari Bapak Rustim selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 

menyatakan bahwa: 

“bentuk-bentuk rehabilitasi sosial ini ada terdapat dalam Perda Kota 

 Padang Nomor 3 Tahun 2015 yang mana ada 11 bentuk resos bagi 

 penyandang disabilitas, tetapi yang baru dilaksanakan oleh Dinas Sosial 

 umunya berupa pelatihan vokasional yang merujuk ke Balai Inten 

 Soeweno Bogor dan ada juga bimbingan keterampilan yang kita 

 selenggarakan sendiri seperti latihan menjahit, lahitan pembuatan kue juga 

 bantuan seperti kursi roda, tongkat dan lain-lainya, maupun bantuan 

 berupa kebutuhan pokok makanan bagi penyandang disabilitas dan 

 pengasuhan dan perawatan yang mana pengasuhan dan perawatan ini kita 

 merujuk ke Panti Sosial YPAC Alai Parak Kopi ”  

 

Kegiatan pelatihan maupun bantuan sosial kepada penyandang disabilitas 

ini dalam pelaksanaanya penyandang disabilitas yang masuk ke dalam data PPKS 

nantinya tidak akan semuanya sekaligus mendapat bantuan sosial ataupun 

pelatihan pekerjaan. Berdasarkan keterangan dari Kasi Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Ibuk Mona selanjutnya yaitu:  

“ dalam menetapkan siapa penyandang disabilitas yang mengikuti 

 kegiatan rehabilitasi sosial ini seperti bantuan sosial dan pelatihan, Dinas 

 Sosial  memiliki pendamping disabilitas disetiap kecamatan yang nantinya 

 melaporkan ke dinas. Jadi, jika ada kegiatan untuk penyandang disabilitas 

 akan dilaporkan ke kecamatan dan seterusnya pendamping penyandang 

 disabilitas di kecamatan yang nantinya memberikan data ke kita siapa saja 

 penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan tersebut dan akan kita 

 seleksi kembali”  
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Pemberian bantuan seperti kasur, pempers, kursi roda dan lain-lainnya 

maupun bantuan makanan kepada penyandang disabilitas ini bersifat stimulan, ini 

dikarenakan adanya keterbatasan dari anggaran tersebut. dengan keterbatasan 

anggaran ini menyebabkan Dinas Sosial Kota Padang hanya dapat memberikan 

bantuan kepada penyandang disabilitas semata, sedangkan menurut Pasal 6 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 keluarga penyandang disabilitas 

merupakan salah satu sasaran dari Rehabilitasi Sosial, dengan keterbatasan 

anggaran ini Dinas Sosial belum bisa memberikan bantuan dengan semestinya 

kepada keluarga penyandang disabilitas untuk menyokong kebutuhan penyandang 

disabilitas yang ada dalam keluarga mereka.  

Temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang 

hanya berupa perawatan dan pengasuhan yang merujuk ke panti sosial YPAC, 

pelayihan vokasional yang merujuk ke Balai Inten Soeweno bogor dan ada juga 

bimbingan keterampilan yang diselenggaran sendiri oleh Dinas Sosial Kota 

Padang, bantuan sosial kepada penyandang disabilitas, dan rujukan. Sedangkan 

dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 terdapat beberapa 

bentuk dari rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas yaitu 

berupa: a) motivasi dan diagnosis psikososial; b) perawatan dan pengasuhan; c) 

pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d) bimbingan mental 

spiritual; e) bimbingan fisik; f) bimbingan sosial dan konseling psikososial; g) 

pelayanan aksesibilitas; h) bantuan dan asistensi sosial; i) bimbingan resosialisasi; 

j) bimbingan lanjutan dan k) rujukan. Dari sekian banyak bentuk rehabilitasi 
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sosial penyandang disabilitas, Bentuk-bentuk rehabilitasi lainnya seperti 

bimbingan mental spiritual, motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan 

resosialisasi maupun bimbingan konseling psikososial belum dilaksanakan oleh 

Dinas Sosial Kota Padang.  

Dinas Sosial Kota Padang selaku Lembaga yang melaksanakan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang disabilitas juga belum memiliki tempat khusus dalam 

menyelenggarakan rehabilitasi sosial, seperti rumah disabilitas atau panti sosial 

penyandang disabilitas. Kegiatan rehabilitasi sosial seperti pemberian bantuan 

kepada penyandang disabilitas biasanya dilakukan di aula Dinas Sosial Kota 

Padang maupun merujuk ke panti sosial yakni Panti Sosial YPAC Alai Parak 

Kopi dan Balai Inten Soeweno Cibinong, Bogor. Selain itu keterbatasan sumber 

daya masih menjadi kendala utama bagi Dinas Sosial dalam menjalankan 

rehabilitasi Sosial, yang menyebabkan terbatasnya upaya yang dapat mereka 

lakukan dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.  

Dinas Sosial Kota Padang sebagai lembaga yang memiliki kewajiban 

untuk pemberdayaan penyandang disabilitas dan dengan adanya program 

rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas tentunya diharapkan dapat 

memberikan pembinaan, pemberdayaan dan adanya sarana dan prasarana 

pendukung bagi penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat 

mengembangkan potensi diri, siap mental, tidak tertinggal dan terpingirkan lagi 

dari kehidupan bermasayrakat dan juga dengan adanya  Peraturan Daerah Kota 

Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak 

penyandang disabilitas, merupakan landasan dalam implementasi rehabilitasi 
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sosial terpadu penyandang disabilitas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

membahas mengenai “Implementasi Rehabilitasi Sosial  dalam Perlindungan 

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota 

Padang”.  

1.2 Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Bersasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

a. Masih minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial  

 Kota Padang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang 

 disabilitas.  

b. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi 

 penyandang disabilitas. 

c. Fasilitas yang masih belum mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial 

 penyandang disabilitas. 

d. Belum sepenuhnya terlaksana bentuk-bentuk dari rehabilitasi sosial 

 yang terdapat dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2015. 

e. Belum semua penyandang disabilitas yang masuk ke dalam data PPKS 

 yang memperoleh rehabilitasi sosial 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga luasnya ruang 

lingkup rehabilitas sosial, sehingga sangat tidak memungkinkanya bagi 
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peneliti untuk melakukan penelitian di semua aspek upaya rehabilitas 

sosial di Kota Padang, maka dari itu penelitian ini dibatasai pada 

implementasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam 

rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas. 

 

1.2.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti sebagai berikut: 

a. Bagaimana implementasi rehabilitas sosial dalam perlindungan dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang ? 

b. Apa saja permasalahan maupun kendala dalam Implementasi 

Rehabilitasi Sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang. 

c. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam 

Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Rehabilitas Sosial dalam 

perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada Dinas 

Sosial Kota Padang. 

b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan dalam 

implementasi rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas oleh Dinas 

Sosial Kota Padang dan upaya penanganannya.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manafaat teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

tambahan pengetahuan bagi pembaca dan lebih membuka wawasan 

pengetahuan pembaca mengenai upaya rehabilitas sosial bagi penyandang 

disabilitas Penelitian ini diharapakan menjadi perbadingan dan juga 

referensi bagi  pembaca atau peneliti lainnya yang ingin meperdalam 

masalah ini.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Sosial Kota Padang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial untuk dapat meningkatkan 

pelaksanaan implemntasi rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas. 

b. Bagi Masyarakat, dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk 

dapat mengetahui bagaimana implementasi rehabilitas sosial penyandang 

disabilitas dan paham akan apasaja isu-isu terkait penyandang disabilitas. 

c. Bagi peneliti, yaitu untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

perihal implementasi rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas. 

 

 

 

 

 

 


